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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya : 

1. Menilai kebenaran alat bukti keterangan saksi tertuang pada Pasal 

185 KUHAP ayat (6) dengan melihat persesuaian antara saksi 

dengan yang lain, dan juga antara keterangan saksi dengan alat 

bukti yang lain yang akan berdampak pada keyakinan hakim. 

Bahwa nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi yang 

diberikan penyandang disabilitas sebagai saksi korban merupakan 

alat bukti yang paling utama ditambah dengan adanya alat bukti 

lain seperti visum et repertum dan keterangan ahli. Menilai 

kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan 

sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan 

saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan 

saksi dengan alat bukti lain. Penilaian atas kekuatan pembuktian 

suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim 

dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan 

dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati 

nurani nya. kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan 

ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan 
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pembuktian yang bebas. Hakim bebas menilainya dan 

mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian. 

2. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi 

korban tindak pidana belum maksimal dan sepenuhnya belum 

terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena penyandang 

disabilitas yang menjadi korban tindak pidana tindak dapat 

dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana 

terhadap pelaku khususnya di kepolisian dan kejaksaan, 

perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada penyandang 

disabilitas yang menjadi korban tindak pidana hanyalah sebatas 

menyediakan penerjemah yang berasal dari luar kepolisian. 

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi 

mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 5.  

B. Saran 

1. Saksi terbatas pada yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. 

Seharusnya ada perluasan makna saksi dalam perkara 

penyandang disabilitas sebagai saksi korban. Mulai dari tingkat 

penyidik harus menganggap bagaimanapun kondisi fisik 

seseorang, penyandang disabilitas berhak menjadi saksi dalam 

proses peradilan pidana asalkan memiliki keterangan yang 
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kualitasnya sesuai dengan syarat kesaksian. Maka dari itu, 

penilaian pembuktian tidak terpaku pada alat bukti keterangan 

saksi saja tetapi masih ada keterangan ahli dan surat berupa visum 

et repertum bisa dijadikan dasar pertimbangan.  

2. Di ratifikasinya Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 

oleh Indonesia, seharusnya bisa sepenuhnya di implementasikan 

dengan baik dalam hal penyandang disabilitas saat berhadapan 

dengan hukum. Bentuk perlindungan yang lainnya adalah dengan 

kepiawaian bahasa isyarat dan psikologi khususnya di tingkat 

kepolisian harus di tingkatkan. Negara harus menjamin juga hak-

hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus 

dilindungi dengan undang-undang yang lebih khusus, terlebih 

perlindungan dalam proses peradilan pidana. Peningkatan 

pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani saksi 

korban penyandang disabilitas.  
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